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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang 

dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ternyata dalam UU ASN tidak ada pilihan mengenai jenis formasi jabatan apa yang 

dapat diduduki oleh penyandang disabilitas, sehingga setiap penyandang disabilitas 

yang menjadi PNS hanya akan menduduki 1 (satu) jabatan saja yaitu Jabatan 

Fungsional Umum, dalam undang-undang ini tidak disebutkan mengenai berapa 

kuota minimal bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sebagai PNS. Jadi, 

dalam UU ASN ternyata tidak memberikan kesempatan kerja yang layak bagi 

penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. 

 

B. Saran  

           Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Diharapkan dalam perekrutan PNS penyandang disabilitas untuk memperhatikan 

kualitas kepandaian/kecerdasan, bukan hanya memperhatikan kualitas fisik saja, 

karena meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, namun 

tidak berarti penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pemikiran. Banyak 
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penyandang disabilitas yang memiliki kecerdasan melebihi orang normal pada 

umumnya. 

Penyandang disabilitas juga merupakan pekerja yang tidak akan menyia-nyiakan 

waktunya untuk bekerja, mereka lebih bersungguh-sungguh dalam hal bekerja 

karena mereka sadar bahwa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan derajat 

kecacatan mereka sangat susah dan tidak semua instansi membuka lowongan 

posisi jabatan untuk penyandang disabilitas. 

2. Pihak instansi pemerintah diharapkan untuk memberikan kesempatan pekerjaan 

kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS sekurang-kurangnya 1% dari 

jumlah PNS di instansi pemerintah terkait dan memberikan pilihan berbagai 

macam jabatan yang dapat diduduki oleh penyandang disabilitas sehingga 

penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak. 

3. Diharapkan kesadaran seluruh masyarakat termasuk pada tingkat keluarga untuk 

menghormati hak dan martabat penyandang disabilitas serta meningkatkan 

persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap penyandang 

disabilitas. 

4. Diharapkan untuk kedepannya apabila ada PNS penyandang disabilitas yang 

menjadi guru, maka pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah bekerjasama 

untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar kegiatan mengajar bagi 

guru tersebut. Contohnya dengan memberikan fasilitas proyektor dan komputer 

di dalam kelas, memberikan akses jalan yang mudah digunakan bagi guru 

tersebut, serta menurunkan posisi papan tulis supaya dapat dijangkau oleh guru 
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tersebut. Pihak sekolah juga menghimbau bagi para murid untuk menghormati 

dan menghargai guru tersebut, supaya guru tersebut tidak mendengar ejekan 

dari anak didiknya. 

5. Diharapkan untuk kedepannya apabila ada PNS penyandang disabilitas yang 

memiliki kemampuan berupa kemampuan untuk melakukan penyuluhan akan 

tetapi PNS penyandnag disabilitas tersebut memiliki derajat kecacatan berupa 

bibir sumbing yang mengakibatkan PNS penyandang disabilitas tersebut tidak 

dapat melakukan penyuluhan, maka PNS penyandang disabilitas tersebut dapat 

ditempatkan pada posisi yang mempersiapkan bahan penyuluhan atau ketika 

melakukan penyuluhan dapat didukung dengan adanya fasilitas slide show. Jadi, 

PNS penyandang disabilitas tersebut tidak banyak berbicara karena sudah 

ditunjang dengan fasilitas slide show. 
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